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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24/PMK.02/2013 
TENTANG 

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN,                                               
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN                                          

YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Program 
Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero), 
perlu dialokasikan dana belanja pensiun melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

  b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan 
mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, 
pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja 
pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero), 
perlu mengatur kembali tata cara perhitungan, 
penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana 
belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen 
(Persero) yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/ 2010; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan
Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang 
Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero); 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang   
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab   
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5361); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang 
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang 
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan 
dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan 
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 38); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5178); 
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  9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang   
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 
PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN YANG 
DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO). 

Pasal 1 

Dana Belanja Pensiun adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
digunakan untuk membayar pensiun PNS Pusat, Eks PNS Pegadaian, eks 
PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), 
Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/POLRI yang pensiun 
sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan 
Dana Kehormatan Veteran. 

Pasal 2 
(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Belanja Pensiun, Menteri Keuangan 

selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disebut KPA. 

(2) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mendelegasikan kewenangan 
KPA kepada pejabat eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 

Pasal 3 
(1) PT Taspen (Persero) mengajukan usulan kebutuhan Dana Belanja 

Pensiun setiap tahun kepada KPA paling lambat pertengahan Bulan 
Januari. 

(2) Berdasarkan usulan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), KPA mengajukan permohonan penyediaan Dana Belanja 
Pensiun kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran. 
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(3)  Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran, KPA, dan PT 
Taspen (Persero) membahas besaran kebutuhan Dana Belanja 
Pensiun. 

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari 
Direktorat Jenderal Anggaran, KPA, dan PT Taspen (Persero). 

(5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Direktorat Jenderal Anggaran mengalokasikan Dana Belanja Pensiun 
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pasal 4 
(1) Alokasi Dana Belanja Pensiun ditetapkan dalam APBN pada tahun 

berkenaan. 
(2) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Direktur Jenderal Anggaran memberitahukan pagu alokasi Dana 
Belanja Pensiun kepada  KPA. 

Pasal 5 

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2), KPA mengajukan permintaan penyediaan Dana Belanja 
Pensiun kepada Direktur Jenderal Anggaran. 

(2) Berdasarkan permintaan penyediaan dana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan KPA 
melaksanakan penelaahan atas rencana penggunaan alokasi Dana 
Belanja Pensiun. 

(3) Berdasarkan hasil  penelaahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Rencana 
Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara untuk keperluan 
belanja pensiun. 

(4) Berdasarkan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran 
Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA 
menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) guna 
memperoleh pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

Pasal 6 
Dalam rangka pencairan Dana Belanja Pensiun, KPA menunjuk: 
a. pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggungjawab 
kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK); dan 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

